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Anggota Dew,dn Divonid Bebos,

Iaksa Siap,kan Kasabi
onnne$nn, NusaBali

fak$ Penuntut Umum (lPU) akdn
melakukan upaya hukum kasasi ke
Mahkatnah Agung flvlA) atas putusan
bebas yang dijatuhkan majelis hakim
Pengadilan Tipikor,Denpasar kepada
anggota DPRD fembran4 I Made Sueca
Antara alias Dek Cok dalam kasus
dugaan korupsi BBM (Flahan Bakar
Minyak) bersubsidi,

"Kami belum berkoordrinasi dengan
pimpinan (Kajari Jenrbrana, red). Tapi
kami pastikan akan mengajukan kasasi,"
ujar fPU Suhadi yan5;juga merupakan
Kasi Pidsus Kejari Jembrarna, Kamis
(29 / 1,0). Ia mengatal :qSr,putusan terse-
but berbanding terbedik denl'Fn tuntu-
tan yang diajukan sebelumnya.

Dalam tuntutan, anggota dewan

dari Fraksi plldlini dituntut penjara
1,5 tahun ditlrnbah denda Rp 50 jua
subsider 6 b. lan penjara ditambah
mengemb4lik;rn kerugian negara Rp
122 juta. "Ka rri sudah menyiapkan
memori kasasr .r ryf uk segera diklrimkan
ke MA dalarn n a{tu dekat," bebernya.

Sementara itli, IB Panca Sidharta

"nggi," 
dewan. "Tidak pernah ada

tekanan dari terdakwa. Karena pada
rekomendasi pertama Disperindagkop
mengeluarkan rekomendasi karena
semu0 sudah sesuai prosedu4' jelasnya.

Selhin itu sudah ada dua terpidana
yang diputus dalam perkara yang sama
di Pengadilan Negeri [PN) Jembrana.
Sementara Sueca yang juga menjadi
terdakwa dalam perkara yang sama
dijerat pasal korupsi.

-"Sudah ada dua pengelola UD Sum-
ber Maju yang divonis bersalah di PN
Jembnana dialam kasus migas. Sementa-
ra ter{akw;r fSueca, red) dalam perkara
sama ilijerurt pasal korupsi. Ini kan tidak
bisa," pung)'casnya. Dalam putusan yang
dibachkpn,majelis hakim Pengadilan
Tipikbl De,npasar pimqlal Achlad

fete{r Siti menyatakan unsur perbua-
tan {nelawan 

-hukum 
sebagiimana

dimaksud dalaaraan primer pa*sal 2 dan
subsidair pasal 3 UU No 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi sebagaimana diubah dan dit-
ambah menjadi UU No 20 Tahun 2001,
tidak terbukti.

Berdasar pertimbangan tersebut,
majelis hakim akhirnya memutus-
kan terdakwa Sueca yang merupakan
politisi PDIP ini dinyatakan lepas dari
segala tuntutan hukum pidana tipikon
"Memerintahkan terdakwa segera
dibebaskan dari penahanan kota, juga
dipullihkan harkat dan martabatnva,
serta membebankan biaya perkara ke-
pada negara," tegas majelis hakim dalam
amariputusannya. 16r rez

yang mer{pafaflkuasa hukun Sueca
me-nyatak+ pl,q$"n majelis hdkitn ini
sudah tepaf. Afrt$gi selama sid4ng, JPU
tidak dapat mel n4uktikan dalo,vaannya,
salah satunya te$<ait penyalahgunaan
wewenang Sugca[rang merupakan ang-
gota DPRD fer$b$na.

Ia mengat;lkah rekomendasi
dikeluarkan o$pisperindagkfpl f em-
brana sudah s:s$i prosedur dan tidak
ada tekanan llafi terdakwa sebagai

Nritffi
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T\T\I'ITVuana ye.rrmDangan
Pusat Mqqih Gabengtt[
stNcanalA, NusaBali I ll disampaikan pemerintah ke-

Dana pprimbangan puspt ll pada DPRD Buleleng, disebut-
tahun 2016, berupa dana N kan dana perimbangan pada
alokasi un\um IDAUJ dan dan r ' tahun 2016 dirancang s'ebesar
alokasi khpsus (DAK), ternyara " Rp 980,04 miliar. Turun 1,38
belum ada kepastian. Padahal persen dibandinekan ansgaran
Pemkab Billeleng targetkan ll talrun 2015 yang-sebesaiftp
pembahaslan APBD induk 201 6ll 993,7 miliar. Angka itu ter
rampung t,anggal 9 November" ll diri dari bagi hasil paiak/baei
2015. il hasil bukan pajak sbbesar R[

Data dillimpun, Pemkab 36,6 miliaB DAU sebesar Rp
Buleleng k[ni tengah menge- 868,5 miliar, serta dana al6kasi
jar informasi soal kepastian khusus sebesar Rp 88,5 miliar.
jumlah DAU dan DAK dari DAU dan DAK terjebut masih
Pemerintalr pusat. Masalahnyrr, sama dengan angka di tahun
hingga mernasuki akhir bulan : 2075, karena untuk tahun
Oktober 2015 ini, jumlah DAU 2016 belum ada kepastian.
dan DAK untuk Buleleng belunt "Rencananya APBN kan
ada kepastian. Disisi lain, Penr - ketokpalu tanggal 30 Oktober
kab Buleleng telah nrengaju- ini. Mudah-mu-dihan tepat
kan nota pengantar keuangan waktu, sehingga kami bisa
RAPBD indpk 2016 kepada pastikan angka-angka dana
lembaga DPRD Buleleng. Bah- perimbangan. Kalau sudah
kan nota kduangan itu sudah pasti dan lancar, tanggal 9 No-
sempat dibilhas oleh Badan vember targetnya sudah ketok
Anggaran (13angar) DPRD ' palu," imbuh Puspaka.
Buleleng bersama tim APBD Penetapan ApgD ZOt6
Pemkab. Buleleng sendiri tt pada bulan Novemberl kata
targetkan, APBD induk 2016 , Puspaka, bukan tanpa alasan.
itu rarnnung rlibahas tanggal 9 Pemerintah berharap verifikasi
Nopember hanti. dari Pemerintah Provinsi Bali

Sekkab guleleng Dewa Ketut sudah selesai pada pertenga-
Puspaka yang ditemui cli ruang han Desember 2015, sehingga
kerjanya Kamis (29/10) men- r, tahapan-tahapan pengadaan
gakui, jika angka-angka dalam llyang melalui proses tendeC
nota keuangan sifatnya masih llbisa dilakukan pada bulan
sangat semdntara. Angka- ll Desember.
angka itu dipasang berdasar- ir Selanjutnya pada bulan
kan pendeklrtan-pendekatan llJanuari 20i.6, sudah bisa
birokratisdanteknokratis. i]dilakukantahapan-tahapan
Disebutkan, untuk DAU dan iipembangunan.-,,Tentu n;nti
DAK, anggaran yang dipasang ipembahasannya harus marar
masih mengilcu pada APBD ,thon, kami sudah terbiasa
induk 2015. 'Angka pastinya rdengan hal tersebut, sehingga
memang sett:lah APBN ketok $<ami optimis, ApBD 2016 itu
palu,".kata Puspaka. lpisa ketuk palu sesuai target,"

Dalam nota keuangan yang l[erangnya. 6 k19
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Dlrgaan Korupsi Pe ngunan Jem Lemukih

Dua li Kunci
uaTerdala'va

DENPASA,R, NusaBali
Dua saksi kunci dihadirkan

dalam sidang dugaan korupsr
pembangunan iembatan di
Desa- Lemukih, Buleleng den-
gan_ dua tr:rdakwa, yaitiWay-
an Wenten yang merupakin
Pejabat P,:laksana Teknis Ke-
giatan.(PPTK) dan Hj Arisya
Agustrna yang merupakan
rekanan proyek.

. ?.u? saksi kunci yang di_
n-ad.trkan masing_masing I
Made Suitra, peiablt pembriat

Tq.ilr"l (ppKJ yang su_
oan divonis L tahun penjara
oalam Rar;us yang sama dan
I Made Sudiawan-yang meru_
pakan kontraktoi lokil yang
mendapat sub kontrak'darj
kontraktor sebelumnva CV
Aristya Prima Ayu.

Sudiar,r'an ying diperik-
sa pertarna mengaku sub
kontrak dari CV Alistya ke

rfhonrwn
di Buleleng, I

sidang di Pe

Lemukih
(kiri) dalam

; disebut su-
) persen un-
uang tahap
rn mengaku
r progress

uang di 'a," jelas

tuk mencai
Sudiawan.

Aristya pat di-I. Malah minta ta ;oal uang
. Ia men-pada Dese ini memba

pengerraan batan barU
r tidak tahu

gatakan u
mang dita

ut ine-20 a Sudi-

ielas nv
Pengdtii

persen itu," awan belu
pekerjaan'

rjakan

pada,

r sidang di
lor Denpasar
/r0).
van mengaku

45 persen
"Makanya r

progress
kontrak.
saya tah-

ditipu
an,"

uang tahap
t pencairan
t penarikan menjadi sa

tra yang

uang dari bersama
ua men-

ini, Apisya
uang Sudie

gaku jika dari CV
kabur Aristya ke

menyalahi
n sudah

dikatakan
ang saat itu Pasalnya

rekening mil
"Waktu il

transfer ke tidak ada me-

ke bank
nyatakan j
disub konr

ini bisa

bersama.
n. l"ltu tidak

u Aristya ada dalam
bilang kalau I saya mau

fer ke rek-
dia malah

Namun )k tersFbut tetap
rakka[r karenilangsung

ening sa5
di sub kon

.enlng saya.
hilang dari br

sudah etahubn Kepala
itu.6 reztidakada Dinas PU

Agustina (kanan) dan
Tipikor Denpasar, 20
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Denpasar

DPRD
d.apat oknum anggota
Sueca Antara dalam

kasus korupsi BI
subsidi, disikapi
Salah satunya a

bakar minyak) ber-
h pihak kejaksaan.

(JPLD memastildan
ia penunhrt umum
melakukan upaya
rh Agung MA).hu-kum kasasi ke

"Kamibelum asi dengan pimpi-
stikan akan men-
Suhadi yang iuea

nan (Kajari). Tz
gajukan kasasi,
mqrupakan Kas
Kamis (29110) k

yang juga
rana pada

Suhadi h menyiapkan
r dikirimkan kememori kasasi

MA dalam ntara itu, I.B.
Sueca menya-Pqpca Sidharta,

ta$an putusan n im ini sudah tepat.
JPU tidak dapatApalagi selama 

I

membuktikan dC ya, salah satunya
wewena4g Sueca
DPRD Jembrana.

terkait
yang merupakan

Dikatakan, re yang dikeluar-
kan oleh Jembrana sudah

ada tekanan darisesuai
terdakwa dewan. "Tidak
pernah ada i terdakwa. Karena
pada Disperindagkop

i karena semuamengeluarkan
sudah sesuai p. I jelasnya.

Selain itu I dua terpidafra yang
pngsama di fehgadi-
fra. SementataSueca

diputus dalam
lan Negeri
yang juga nkwa dalam pgrkara

'korupsi. "Sudah ada
er Maju yang divonis

yang sama
dua pengelola UD
berealah di PN
Seiientara te

dalam kasus migas.
ISueca, red) dalam

perkara sama di korupsi. Ini kan
tida[< bisa," ({mb3z)
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apan
Kuran
Gelont

MANGUPUM, Nusafalii 
1

Lapangan umun{ 6i ; tflura-
han lkpal, Kecamatan +lelnari,
kondisinya jauh dari ;dep [ {ada-
hal, masyarakat sr
menjadikan lapan il
berbagai aktivita-s, te a
bermain sepakbola.lSal[rlrftatu untuk dibakai keiatari batii<an
kl ub sekolah sepakpo I |' [$S B) kegiatan'plahraga*pun Ifo ni lebih
lep,al.y. anC.9yl<up dipe$rnl ser- sering {ipindah ke L{panga4
Ing rqnnan dl lapangan t+(sfbut. Mengwi.l"Seperti ini sudah seki+
Seju$lah sekolah. pun bf tp [nel- urempaita6un.Sekarafgsuda];
aKut(an Ke$atan ekstra ku rilfiuler iarang ada kegiatan,,, katanva lasi.akul<dn.kegiatan ekstra ku rilfiuler jarang ada kegiatan,,, katanya lagl;
juga {i lapangan ini. , L pemtaU eiaunspada tiApgl

Talk hanya lapa4gal $ola, 2016 telah merieandearkarl
dari pantauan, Kamip (??/fi01, penar4an terhadip t iiane"d
lapappan untuk bernfair{F#lt"t Umun{ IGlurahan k"phi ,"1..,
Juga pernasrb,serupF. r[?tFili l1r Rp L,5 miliar. Lur{h Kapal

lapappan untuk benrf ai{ p*l;t irmu n{ rderuratrin k"pli;;i;;
Jugal pernaslb serupF. t[ffiisi sar Rp L,5 miliar. Lurdh Kapal
lapq4gan bas.ket sff.a+l if sik Nyoman Sudiarra, men$akui halj
nya1rp sama denganl tail+lfan itu. Ia mpngemukakan, untuk
sepa{bota, tqrangtefavfdflPa- memperbaikan total lapansan
panrpg baskes suda{ k4 ffir. bola dan lapangan Uast{et atEu_

Kafena lapangan Sep+ttltak tuhkanrbiayasekitarRp4 miliar.
terawft,takjaranglapan$rir$rga Dijeiasliannya, bia5ralsebesar
quaotfan arena tauhan 4rBfge- itu ungk perbaikan sdkalisus
mudf {nobil.Sehingga {i sa}uftini mena14bah beberapa fasiliias'*ol*!?l1nntraklaCi tr4, sepertipembuatantriburfpenon_,

Semakin parah bita r ra$uk ton. Teimasuk untuk membuat-
musinn penghujan. Menur u{lse- kan got mengelilingi lap4ngan.
jumlah warga di lokasi, selu$an ,,Makanya" 

deng"an ;,fd;;n
laryEan selatu tergenang trri+(a- Rp 1,5 pilia rnunlgkin qai.-t;;rdtu€tsrr scr.ilu €rgenang rrfrFa_ Kp r,5 rulia mungkin lak bisa
renanya, meski sekarang ini p4r$im seluruhnya. Tapi at6n taini tat<u_
kemarau,masihkelihatannfm{ut- 

fan bgftahan dulu. Rencananya
rumputhtjau'lapi,menurut rv{ga kami buatkan got mengelilingi
dilokasi, hal itu bul<an karenr p{ra- lapangan,,, jela, Suaia.t .Bita mE-
untan melainkan dampak I ralian mungkinkan pihaknya kembali
air sungai.di tinrur lapangln $ila akan"rnengusukan penarpbahan

n::1i:l_11latang.'Kalau hr{an ang.garan pada rahun alggaran
banltrdt srnU'tuturnya. ll berikutnya. -6. as

rumputhijauTapi,mr
dilokasi,halitubukan
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Pemprov Undang Di

Samakan Pers

^ . 
Pemprov Bali al<an mengundang

llrekorat Jenderal Otonorii Daera"h
[Ditjen Otdal KementErian Dalam Ne
(Kemendagnl, Kamis (Z /1l),khusus
menyamalen_persepsi terkait pencairuenyamaKan_persepsi terkait pencair
dana banso_s/hibah dengan pay,ung hr
Perahrran Gubernu r lnergub;."natim
peftelnuan untuk m,enyamakan
terkait pencairan bansos nand. p

HrfffirT*ang 
jajaran Epno srti sp

Ketua Tim Anggaran pemerintah Dae
Provinsi BaJi, Tjokorda Ngurah pemayul
mengatakan puny.*"rn'p"rsepsi penti
dibuat antara lembaga-lemb"gi t.it ait,

n Otda Kemendagri v

si Soal Ba SOS
supaya bansos/hibah senilai Rp 46 miliar
yang difasilitasi 55 anggota D**rran melatui
APBD Perubahan 20lHnanri Hctak rrt. 'APBD Perubahan Z0lHnanti ddakada 

,

persoalan. MenunrtTjok pemJyun, payuns
nurtrnr.pencairan bansos sebenarnli.a iudih
tidakada masalah.tidakada masalah.

,, Lagipula, Pergubyang diaiulkan ke
Kemenctagn sudah dua kali diverifikasi. per_
gub inipu-n.sudah dibawi da.i Xurnu-nJr*i
di.Jakarta oleh Asisren I Bidang p;;;;;"'
tahan setda provrnsi sili,-D.*", p"ti ilio
wijaya Wardana, Rabu [28110) lalu.
.. "Barangnya. (pergub haiil vd.intari
Kemendafrij s.iarhti-eiii. Nr,lti a"l";

!ryrtrnsgltrsxolo, s

Edisi
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pertemuan 7 November 2015
akan kiur buka diGedunsWiswa
Sabha Utama KantorGuEernur
Bali, Di s,rna nant kamiakan
minta Diqen Otda Kemendaeri
men jelaskan semuanya;, tan;as
I lox penrayun yang iugdSekda
Proyinsi Bali saat diko;fi rmasi
NusaBali di Kantor Gubemur.
Nib Mandala Denpasar, thmis
(2e /10).

Tjok Pemalun menratakan,
Direldur Bidang produk Hukum
Djtien Okla Kemendaqri, Dr
Kurniasih SH MH, naninva
juga akan dihadirkan dalam
pertemuan di Cedung Wiswa
Sabha Utrrma IGntortubemur
Bali,7 November 2015, unnrk
memberilGn penjelasan terkait
payung hrrkum Pergtb sebagai
seDagat landas:rn pencairan
Dansos.

"lbu Kumiasih, BpK BpKp,
anggota DPRD Bali, dan iaiaran
eksekutif harus hadir semuanya
oalam pertemuan itu. Nanti
dibuatlGn berita acara dariDer-
temuan ihr. Darisisi itu, semua

Samakan Perse
5iil8lJ1,l6At/ 0A{ltlAt4;t4N 1 prhak bis

si Soal Bansos v
larg-

asal Desa
Gianyaryang
a bappeda

sudah

mari kita

baru bisa menialankan kalau
Kemendagri menielaskannva.'

Nantinya, lanjut Tjok peina_
run, anggota DpRD Bali, BpKp.
dan BPK juga tahu semuanya.
rengerasan yang sudah kita

dapatkan, iuga disimak beliau_
beiiau itu (BpKp, BpK, DPRD
Bali). Enak kita kedanya,
Karena pemahaman sudah
sama," kata Tjok pemayun.

Artinya, Pemprov Bali mem_
bentengi diri? "ya, waiiblah
kita membentengi diri. Kita
samakan persepsi. Notulen
rapat jelas kita buat. Memans
kalau [4oU tidak mendesak "
dan belum perlu. Hanya perlu
penyamaan persepsi saj4,,
rmbuhn}?.

sementara itu, Ketua DPRD
Bali Nyoman Adi Wiryatama
mengatakan pengajuan
proposat bansos/hibah terus
berialan dan proses adminis-
trasinya dilakukan di pe-
mprov. "Memang aka nada
penemuan denAan Ditien
Otda Kemendagri nanti. Kami
memang menganjurkan Ke_
mendag datang ke Baliuntuk

menjelaskan serlruanva,, utar
Adi Wiryatama saat d-ikonfir_
masi NusaBali secara terDisah.
Kamis kemarin.

Menurut Adi Wiryatdrha.
Diqen Otda Kemendigri juga
narus tahu situasi dan kondisi
di Bali, sehingga mereka pent_
ing terjun ke dadrah ini, pusat
harus tahu bahwa bansos/
hibah sebagian diperuntui<kan
oagr pura-pura yang bernaunq
dr bawah desa adal Dan, jelai
itu tidak berbadan hukum.

"Jadi, ddlam pertemuan
nanti kita akan ielaskan
panianglebar bahwa bansos/
hibah ini sangat dibutuhkan
masyarakat di Bali. Seperti
saya katakan, kalau bansos/
hibah sampai tidak cair, mdka
1.488 desaadatdan iutaan
Krama pangempon pura-pura
ot batt bisa turun melakukan
protes, Makanya, kita berharap
/ Novembor nanI semuanva
kelar, tidakada persoalan iasi.,'
tegas politisi senior pDIp yan-e
mantan BupatiTabanan d'ua -
periode (2000-200S dan 2005_
2010) ini. & nat

sung, !eg.$
Petak Ker ar

Tjok

kelar
akan
nanti. Apa
gar nanti," Tjok Pemayun.

bansos/hibah
Cuma,

Surat
Edaran dan
UU23T

kalau keputusan SKT
(Surat
Proseg

TerdaftarJ.
bansos/hitrah

memahg
terkai{ pr

panian& karena
anggaran.

run ."ny"t"g."{,
tetapdiprosbl

jalan pios-
Pemayunlesn1a," kaf

Ditegag.
dasarhukL bansos/
hibah

lnI
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SerahkanRrypiA

atiSugiada

PENJABAT Bupati Tabanan Wfyan Sugiada b{bu
disaksikan pimpinan dewan $aat serahkan R$P

. tsT

tanda tangan
2016 di

gedung DPRD Tabanan, Kam,is

TABANAN, I\usaBali
Pemkab Tabanan menY-

erahkan tiga Rancangan Per-
aturan Daerah [RanPerda]i ke
DPRD Tabanan untuk disahkan

melalui mekanisme sidafg
paripurna di gedung DPRD Ta-
banan, Kamis [29110). Ketiga
Ranperda itu masing-masing
Rahcangan,\nggaran PendaPa-

tan Belanja Daerah IRAPBDJ
tahun 2016, Ranperda tentang
Penyeftaan Modal pada Bank
Pembangunan Daerah IBPDJ

'ah yang sah
I miliar lebih.

keuangan, d[n belanja Hdak
terduga," jela$ Sugiada.

Dengan perbandingan
tersebut, dia|<ui adanya defisit
sebesar Rp 25,520 miliar lebih.
"Defisit ini akan ditutup dari
pembiayaan petto yang diran-
cang bersumlber daii estimasi

I^LP.A !:ll l"Lh Ylc",?Iry,?TP

ia daerah ter-
sebesar Rp
h atau 5,65
2015. Dalam

idirencanakan
triliun. Pos ini
ja tidak lang-
1,104 triliun
peningkatan

201 5 sibesar [p 40fr ili"lfl iut"r:
nya. Sugiada iuga menekankan
APBD meruPakan anggaranatau 5,64

D 2015. Serta
g sebesar Rp
li[mengalariri

Rp 21,885

Bali dan Ranperda Penyertaan
Modal pada PT famkrida Bali
Mandara Provinsi Bali.

Penjabat Bupati I Wayan
Sugiada menguraikan pos
pendapatan daerah pada
RPABD tahun 201,6 diren-
canakan sebesar Rp 1,485
triliun lebih. Rencana tersebut
mengalami peningkatan sebe-
sar Rp 80,060 miliar lebih ataru
5,70 persen dari APBD tahun
2015. Pos prrndapatan daerah
itu bersumber dari Pendapa-
tan Asli Daerah [PAD] sebe-
sar Rp 251,679 miliar lebih,
meningkat srebesar Rp 7,885
miliar lebih atau 3,23 persen
dari APBD 2015. Ditambahkan,
dana perimbangan sebesar Rp
804,429 miliar lebih dan lainlain

persendari

urni, besaran
bukan

un- lebih matadg, realistis, dan
l.

It

t-N

itu, semua pifrdk berkewajiban
mengaman{an pelaksanaan-
nya agar dafat dilaksanakan

timbangkan berbagai asPek
termasuk slmber daya yang
tersedia," imbuhnya. 6 l<21
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Ratusan Aset Daerah
Belum BFrsertifikat

Lahan yang sama
sekali belum dis-

entuh proses pen-
sertifikatan berupa

ruas jalan kabu-
paten dan lokasi

lahan sekolah.

SINGARAJA, NusaBali
Sebanyak 531 bidang tanah

yang tercatat sebagai asset
Pemkab Buleleng, ternyata
belum bersertifikat. Sebagian
besar asset tersebut berupa
ruas jalan kabupaten dan lahan
sekolah.

Data pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
(BPKADJ Buleleng menyebut,
total aset berupa tanah yang
tercatat pada Kartu lnventaris
Barang [KlB) kode A rnencapai
854 bidang tanah dengan luas
mencapai seribuan hektaryang
tersebar di sembilan kecama
tan yang ada.

Dari jumlah tersebut, yang
baru disertifikatkan atas nama
Pemkab Buleleng mencapai
163 bidang. Sedangkan sisanya
ada,ang sudah dalam proses
sertilikat, tapi ada pula yang
sama sekali belum disentuh.

Naf; l{han yang sanf }ekali
belurl dilentuh tersebtt beba-

Selain kendala historis, Pas-
da Gunawan iuga menyebut,
regulasi pesertifikatan ruas
jalan sejauh inibelum juga dite-
mukan. Karena itu, pihaknya
belum mengajuakan ruas jalan
untu4 pensertifikatan. "Sertifi-
kat uutuk ruas ialan itu, belum
kami jadikan prioritas, kami
utamdkan yangsudah memiliki
regulbsi dan data historisnya
sudah lengkap," imbuhnya.

Sedangkan untuk kendala
pensertifikatan lahan sekolah
terjadi akibat pihak desa belum
mengizinkan pesertifikatan
terselrut. Dikatakan, khusus un-
tuklahan sekolah datsa4 hampir
sebagjan besarlahannya itu mi-
lik desa dan ada beberapa milik
pribadi. "Kami sudah sosialisasi
ke UPP, tapi ketika lahan itu
diajukan untuk disertifikatkan,
kami kesulitan karena pihak
desa belum mengizinkan," ujar
Pasda Gunawan.

Kendati demikian, untuk
menuntaskan pesertifika-
tan lahan tersebut, Paseda
Gunawan menyebut BPKAD
kini telah menjalin kerjasama
dengan BPN Buleleng. Dalam
kerjasama itu, rata-rata perta-
hun akAn diajukan pembuatan
sertifikat itu sampai 100 bi-
dang tanah. -!. k19
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SMK 1 Busrmgbiu.
Pengamanan Aset

Lleleng Made Pasda
Kamis [29110) me-

masih temui

tifikatl n
dalam penser-
lahan yang su-

di KIB kodeA. Ken-
yang seringditemui

tahu |eiarah
keberh n lahan tersebut.

adalah berupa ruas
upaten dan lokasi
rlah. Luasannya pun
i belum diketahui

. Namun jumlah
diperkirakan men-
bidang untirl( ruas

untuk lahan sekolah
bersertifikat seba-

lahan sekolah dasar
SMP dan SMA/

ada tapi .masih sangat
SMP 1 Banja; SMA 1

ata-data tersebut
dokumen pen ting

antara satu bidang
n bidang lainnya

Untuk satu bi-
saja, mencari his-
butuh waktu yang
itu sudah lengkap

ajukan l€ BPN,"
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yang bt
pilkada

, pengalokasian
pilkada itu mem-

. Sebeltimnya, Ketua KPU Bule-
lehg Gedp Suardana usai perte-
muan bis[ menerima rancangan
dua tahufr anggaran untuk dana

201.7 bisa dicairkan. faminan itu
paling tidak dituangkan dalam
bentuk kesepakatan hitam diatas
putih.

pilkada tdrsebut. Namun, pihakn-

Sehingga se-
ya tetap Fneminta jaminan dan
yang dibultuhkan di bulan Januari

Puspaka menye-
utuhan logistik

waktu untuk
ln anggarannya
di tahun 2015,
itu dibutuhkan

janjian hfbah daerah pilkada
dl tah.un Zqp-7. Kami akarf merasa nyaman kalau
red) diangpry ada MoU $ersebut dalam penye-

Kami aka

terangnya.6 k19
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Hal

Soal Dana
TidakMes

SINGAMIA, NusaBali
Keinginan KPU Buleleng men-

dapat jaminan dalam bentuk
surat agar dana Pilkada 2017
nanti tersedia di awal tahun 2017,
pupus sudah. Pemkab Buleleng
tidak akan m embuat surat seperti
yang dimintr KPU.

KPU sendiri minta jaminan
dalam bentuk surat, lantaran
kawatir dana yang dibutuhkan di
awal tahun 2017 tidak ter$ddia.
Kekawatiran itu cukup berala-
san, karena dana pada APBD in-
duk, biasanya baru bisa realisasi
sekitar bulan Maret. Sedangkan
KPU sudah membutuhkan dana
cukup besar di awal tahun yakni
bulan Januari dan Februari hingga
mencapai 17 persen dari total
kebutuhan dana pilkada sebesar
Rp 46,8 miliar.

Pilkada Buleleng sendiri dijad-
walkan berlangsung bulan Fdbru-
ari 2017 nanti. Surat jaminan itu
diminta, karena Pemkab drile-
leng merancang kebutuhan dana
Pilkada itu dirancang dalam. dua
tahun anggaran, yakni di APBD
2016dan APllD20L7. I

"Kita di pemerintahan tidak
perlu hal itu (jaminan,red), tapi
performent pemerintah sudah
bisa dilihat, bahwa Pemkab Bule-
leng juga kolnit mensukseskan
pilkada itu dengan pembahasan
hnggaran kebutuhan Pilkada,"
terang Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) yang
Juga Sek4<ab Buleleng Dewa Ketut
Puspaka, Kamis (29l10).

Ditegaskan, surat jaminan
itu tidak mesti dibuat Pemkab,
karena Pemkab Buleleng juga
punya tanggungjawab terhadf p
sukses tidaknya Pilkada tersebht.
Sehingga XPU tidak minrta Fdn

Pemkab
diakan
"Kalau
itu, kan ke Pemerlnta-

erintah dadrahhan juga.lla
itu j tanggungjawab

i
adap suksesnya
uh Puspaka.

Menuru
kebutuhan
butuhkan r

mua kebutu isa diakomudir

r $ng dibutuhkan.
ri lidak jalan Pilkada

Alangkah lebifr baiknya dana itu
dialokasilkan fada tahun 2017,"
ujarnya. I

{mt{

di DPRD waktu lalu.

jiban menye- baru dibfyarkan di tahun 2017.
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